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e-ISSN: 2985-7996 Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi

optimalisasi pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU)
dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sesuai
dengan Hukum Perbendaharaan Negara. Dalam konteks pengelolaan
keuangan publik, BLU memiliki peran penting dalam meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan
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yang efektif dan transparan. Studi ini menggunakan metode
penelitian, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, teori-
teori hukum, dan filosofi hukum yang relevan. Data dikumpulkan
melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan keuangan pada BLU
dapat dicapai melalui implementasi manajemen keuangan yang lebih
terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
penggunaan teknologi informasi yang memadai. Selain itu, penegakan
prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara menjadi kunci utama
dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup penguatan
regulasi, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta
penerapan best practices dalam pengelolaan keuangan BLU. Dengan
demikian, diharapkan BLU dapat meningkatkan efisiensi operasional
dan akuntabilitas keuangan yang pada akhirnya berkontribusi
terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Kata Kunci: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan, Badan Layanan
© 2024, The Author(s) Umum, Efisiensi, Akuntabilitas, Hukum Perbendaharaan Negara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

295


mailto:suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 02 No. 04 (Agustus, 2024): 295-303 e-ISSN: 2985-7996

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan merupakan salah satu pilar
utama dalam mencapai tata kelola yang baik di sektor publik (Hasibuan, 2021). Badan
Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu entitas pemerintah yang berfungsi
menyediakan layanan publik, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber
daya keuangan yang dimilikinya secara efisien dan akuntabel (Ghafur et al., 2024).
Namun, pengelolaan keuangan di BLU sering kali menghadapi berbagai tantangan yang
dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut (Hari et al., 2024) .

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan di BLU
antara lain adalah minimnya transparansi dalam penggunaan dana, rendahnya
akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, dan kurangnya pengawasan yang efektif dari
pihak terkait (Suryaningsi & Putri, 2024). Selain itu, potensi risiko korupsi dan
penyalahgunaan keuangan juga menjadi ancaman serius bagi integritas dan
keberlangsungan BLU (Hirwan Ardiansyah, Suryaningsi Suryaningsi, 2024). Oleh karena
itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola keuangan di
BLU guna memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki dapat digunakan
secara optimal demi kepentingan masyarakat secara luas berkelanjutan (Suryaningsi &
Tharuna, 2020).

Salah satu yang dihadapi oleh BLU dalam pengelolaan keuangan antara lain
adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, kurangnya pemahaman
tentang prinsip-prinsip akuntansi yang benar, serta adanya potensi penyalahgunaan
wewenang dalam pengelolaan keuangan (Payamta, 2023). Oleh karena itu, penting bagi
BLU untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang baik melalui pembentukan
mekanisme pengawasan dan kontrol yang ketat, serta peningkatan kompetensi dan
integritas para pengelola keuangan di dalamnya (Nadia & Afifah, Zahratul, 2021).
Dengan demikian, BLU dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan publik yang
berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Salah satu yang dihadapi oleh BLU dalam pengelolaan keuangan antara lain
adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, kurangnya pemahaman
tentang prinsip-prinsip akuntansi yang benar, serta adanya potensi penyalahgunaan
wewenang dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena (Santoso, Dri; Samsudin, Titin;
Hasan, Ahmadi; Imron, Ali; Usman, Rachmadi; Suryaningsi, Suryaningsi; Uhmar,
Masyithah; Lawang, 2023) itu, penting bagi BLU untuk terus meningkatkan tata kelola
keuangan yang baik melalui pembentukan mekanisme pengawasan dan kontrol yang
ketat, serta peningkatan kompetensi dan integritas para pengelola keuangan di
dalamnya. Dengan demikian, BLU dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan publik
yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

BLU didirikan dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar
dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat
(Julia & Sianturi, 2016). Meskipun demikian, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan
mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan memastikan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan sesuai
dengan peruntukannya.

Hukum Perbendaharaan Negara menyediakan kerangka hukum yang mengatur
pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan BLU
(Syaipudin, 2020). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Perbendaharaan
Negara seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, menjadi landasan
yang harus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan BLU (Moento et al,,
2019). Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih
menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia,
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teknologi informasi yang belum memadai, serta mekanisme pengawasan yang masih
lemah.

Diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan BLU agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu langkah yang
dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber
daya manusia agar lebih mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Selain
itu, investasi dalam teknologi informasi yang lebih canggih juga perlu dilakukan untuk
mempercepat proses pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi.
Pengawasan yang lebih ketat dan efektif juga perlu diterapkan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan
keuangan BLU dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-
prinsip Hukum Perbendaharaan Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pengelolaan
keuangan pada BLU dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sesuai
dengan Hukum Perbendaharaan Negara. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan
solusi-solusi praktis yang dapat diterapkan oleh BLU untuk mengatasi berbagai
hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu
meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, BLU dapat
menjalankan fungsinya dengan lebih baik, memberikan layanan yang berkualitas kepada
masyarakat, dan turut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan publik.

Rumusan masalahnya adalah pertama, Bagaimana strategi optimalisasi
pengelolaan keuangan dapat diterapkan pada Badan Layanan Umum (BLU) untuk
meningkatkan efisiensi? kedua, Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Perbendaharaan
Negara dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam pengelolaan keuangan BLU?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakani pendekatan doctrinal yang mengandung karakter normatif
dengan sasaran penelitian pada sekumpulan norma, pada tingkat aplikasi, atau
kedalaman penelitian (Muhdar, 2019). Pendekatan ini sampai pada menganalisis legal
theory, jurisprudence, dan legal philosopy. Serta tidak menghindari penggunaan fakta
tertentu sebagai pendukung dalam analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dapat Diterapkan Pada Badan
Layanan Umum (BLU) Untuk Meningkatkan Efisiensi

Optimalisasi pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (BLU) sangat
penting untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan dapat berjalan dengan
efisien dan efektif. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan
evaluasi dan audit internal secara berkala. Audit ini tidak hanya berfokus pada aspek
keuangan tetapi juga mencakup operasional dan manajerial, sehingga dapat
mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penghematan (Novianti &
Suhanda, 2023).

Dengan melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala, BLU dapat
mengetahui dengan lebih jelas bagaimana keuangan mereka dikelola dan apakah ada
potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang mereka berikan.
Selain itu, dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penghematan,
BLU dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki proses dan
mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka. Ini akan membantu BLU untuk
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mencapai tujuan mereka dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan
memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem keuangan BLU juga menjadi langkah
yang krusial (Rinke, 2011). Teknologi ini dapat membantu otomatisasi berbagai proses
keuangan seperti pencatatan transaksi, pelaporan, dan pengendalian anggaran. Dengan
penggunaan teknologi, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan dan laporan
keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya
mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Pengelolaan risiko keuangan melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian
risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan BLU. Hal ini meliputi
risiko-risiko seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik, BLU dapat meminimalkan potensi
kerugian keuangan dan meningkatkan keberlanjutan keuangan mereka. Selain itu,
pengelolaan risiko keuangan juga dapat membantu BLU untuk memenuhi standar
keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Pengelolaan risiko keuangan adalah elemen penting lainnya dalam strategi ini.
BLU harus mengembangkan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk
mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, termasuk
fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan pemerintah (Gupta et al., 2023). Diversifikasi
sumber pendapatan dan pengelolaan likuiditas yang baik dapat membantu mengurangi
risiko keuangan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan juga merupakan
faktor kunci dalam optimalisasi ini. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan
profesional kepada staf keuangan, BLU dapat memastikan bahwa mereka memiliki
kompetensi yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efisien (et al. 2022).
Pemahaman yang baik tentang regulasi dan kebijakan keuangan juga penting untuk
memastikan kepatuhan dan akuntabilitas,

Kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya juga dapat meningkatkan
kemampuan BLU dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Dengan membangun
jaringan kerja sama yang kuat, BLU dapat memperoleh informasi dan saran dari para
ahli keuangan yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih
baik. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan lain juga dapat membuka peluang
untuk mendapatkan pendanaan tambahan atau investasi yang dapat mendukung
pertumbuhan dan pengembangan BLU secara berkelanjutan. Dengan demikian,
penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kerjasama dengan lembaga keuangan
lainnya merupakan langkah penting dalam optimalisasi pengelolaan keuangan BLU.

Selain itu, penerapan sistem insentif berbasis kinerja dapat memotivasi staf
untuk bekerja lebih efisien. Insentif ini bisa berupa penghargaan finansial maupun non-
finansial, seperti pengakuan atau kesempatan pengembangan karir. Dengan adanya
insentif, diharapkan staf akan lebih termotivasi untuk mencapai target efisiensi yang
telah ditetapkan.

Sebagai tambahan, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring
terhadap kinerja keuangan BLU agar dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan
perubahan yang diperlukan. Selain itu, sinergi antara berbagai unit kerja di dalam BLU
juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan. Dengan demikian, BLU dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi
yang maksimal dalam mendukung program-program pemerintah dan mencapai tujuan
organisasi.

Kolaborasi dengan pihak eksternal juga dapat meningkatkan efisiensi keuangan
BLU. Kerjasama dengan institusi keuangan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta
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dapat membuka akses ke sumber daya tambahan atau peningkatan kapasitas
operasional (Novianti & Suhanda, 2023). Misalnya, kerjasama dengan lembaga
keuangan dapat membantu dalam pengelolaan dana, sementara kerjasama dengan
lembaga pendidikan dapat memberikan pelatihan bagi staf.

Evaluasi berkelanjutan terhadap strategi dan praktik pengelolaan keuangan
sangat penting untuk memastikan bahwa BLU dapat terus beradaptasi dengan
perubahan lingkungan dan mempertahankan efisiensi. Evaluasi ini dapat dilakukan
melalui umpan balik dari masyarakat atau audit eksternal. Dengan evaluasi yang
berkesinambungan, BLU dapat memastikan bahwa mereka tetap fokus pada tujuan
utama yaitu memberikan layanan yang berkualitas kepada Masyarakat.

Prinsip-Prinsip Hukum Perbendaharaan Negara Dapat Diimplementasikan Secara
Lebih Efektif Dalam Pengelolaan Keuangan BLU

Dalam konteks pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), penerapan
prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara menjadi sangat krusial. BLU, sebagai
subjek pemerintah yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan
manajemen, harus tetap beroperasi dalam koridor peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara
bukan hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa
pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien (Raranta et
al,, 2023).

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara seperti prinsip
kepatuhan, prinsip efisiensi, dan prinsip akuntabilitas menjadi landasan utama bagi BLU
dalam mengelola keuangannya. Prinsip kepatuhan mengacu pada kewajiban BLU untuk
mematuhi semua regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam
hal pengeluaran dan penerimaan dana. Prinsip efisiensi menuntut BLU untuk mengelola
keuangan dengan cara yang paling hemat dan efektif, sehingga dana yang dimiliki dapat
dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengharuskan BLU
untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam
pengelolaan keuangan, serta memberikan pertanggungjawaban secara transparan
kepada publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara
secara konsisten, BLU dapat memastikan bahwa keuangan mereka dikelola dengan baik
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip pertama yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas.
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU berarti bahwa semua transaksi
keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun hukum
(Ratna Agustin & Sayekti Suindyah Dwiningwarni, 2023). Setiap pengeluaran harus
didokumentasikan dengan jelas dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Dalam
hal ini, BLU harus mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah
diakses, baik oleh manajemen internal maupun pihak eksternal seperti auditor dan
lembaga pengawas.

Selanjutnya, transparansi merupakan prinsip kunci lainnya yang harus
diterapkan. Transparansi berarti bahwa informasi terkait keuangan, termasuk laporan
anggaran, pengeluaran, dan pendapatan, harus terbuka dan dapat diakses oleh public
(Nurhayati, 2017). Ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap BLU, tetapi juga mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. BLU dapat
menerapkan sistem informasi keuangan yang dapat diakses secara online oleh
masyarakat, sehingga semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan
dana publik.

Prinsip efisiensi dalam hukum perbendaharaan negara juga sangat relevan untuk
BLU. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya keuangan secara optimal untuk
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan(Stewart, 2009). BLU perlu mengadopsi praktik
pengadaan yang efisien dan hemat biaya, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran
memberikan nilai maksimal. Penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi
proses keuangan dan manajemen dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan
efisiensi ini.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek penting lainnya dalam penerapan
hukum perbendaharaan negara. BLU harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan
yang berlaku, baik yang bersifat umum seperti UU Keuangan Negara maupun yang
spesifik untuk BLU. Kepatuhan ini mencakup pelaporan keuangan, penggunaan
anggaran, dan prosedur pengadaan. BLU juga harus memastikan bahwa seluruh
personel yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memahami dan menerapkan
regulasi ini dalam pekerjaan sehari-hari(Susanto et al.,, 2022).

Pengawasan dan evaluasi juga merupakan bagian integral dari penerapan
prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara. BLU harus membangun sistem
pengawasan internal yang kuat, yang mencakup mekanisme untuk mendeteksi dan
menindaklanjuti penyimpangan (Karunia & Nasution, 2022). Selain itu, evaluasi berkala
terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan perlu dilakukan untuk
memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan
untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Implementasi prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara dalam pengelolaan
keuangan BLU juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Pelatihan dan
pengembangan berkelanjutan bagi staf keuangan BLU sangat penting untuk memastikan
bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
mengelola keuangan secara profesional(Andrayani et al, 2022). Ini termasuk
pemahaman tentang regulasi, standar akuntansi, dan teknologi informasi yang
digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip manajemen risiko juga
diperlukan untuk memastikan keuangan BLU dapat dijalankan dengan efisien dan
efektif. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus, staf keuangan
BLU dapat terus meningkatkan kualitas layanan keuangan yang mereka berikan dan
juga memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku. Dengan demikian,
pengelolaan keuangan BLU dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum perbendaharaan negara
secara efektif, BLU dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka, yang
pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
penyediaan layanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu
dalam mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang kuat
untuk pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (BLU) sangat
penting untuk memastikan layanan publik berjalan efisien, efektif, transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan peraturan. Langkah-langkah awal mencakup evaluasi dan
audit internal berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan, serta penerapan teknologi
informasi untuk otomatisasi proses keuangan, mengurangi risiko kesalahan, dan
mempercepat pelaporan. Manajemen risiko keuangan melalui kebijakan komprehensif
dan diversifikasi pendapatan juga krusial, bersama dengan penguatan kapasitas sumber
daya manusia melalui pelatihan dan sistem insentif berbasis kinerja. Kolaborasi dengan
pihak eksternal dan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi pengelolaan keuangan
memastikan BLU dapat beradaptasi dengan perubahan. Prinsip-prinsip hukum
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perbendaharaan negara, seperti akuntabilitas dan transparansi, harus diterapkan untuk
meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi. Efisiensi menekankan
penggunaan optimal sumber daya keuangan, dan kepatuhan memastikan semua
kegiatan sesuai dengan regulasi. Pengawasan dan evaluasi berkala, serta pelatihan
berkelanjutan bagi staf, mendukung pengelolaan keuangan yang profesional dan
bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan
BLU.

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (BLU),
disarankan untuk melakukan evaluasi dan audit internal berkala guna mengidentifikasi
area yang perlu diperbaiki, serta menerapkan teknologi informasi untuk otomatisasi
proses keuangan, yang akan mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat pelaporan.
Manajemen risiko yang komprehensif dan diversifikasi pendapatan harus
diimplementasikan, diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui
pelatihan dan sistem insentif berbasis kinerja. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan
evaluasi berkelanjutan terhadap strategi pengelolaan keuangan perlu dilakukan untuk
memastikan adaptasi terhadap perubahan. Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas,
transparansi, dan efisiensi dalam hukum perbendaharaan negara sangat penting untuk
meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi. Pengawasan yang kuat dan
evaluasi berkala, serta pelatihan berkelanjutan bagi staf, akan mendukung pengelolaan
keuangan yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kualitas
layanan publik yang disediakan oleh BLU.
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